AR

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai

Negeri Sipil dan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam
pemberian tambahan penghasilan pegawai, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

. bahwa untuk lebih memberikan kelayakan dalam pemberian

tambahan penghasilan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil
yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah atau unit
kerja Organisasi Perangkat Daerah dengan kondisi kerja
khusus, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 15;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf g, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Standar tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan besaran tertinggi yang diterima oleh PNS.

(2)

OPD atau Unit Kerja OPD tertentu dengan beban kerja atau tempat bertugas
atau kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5)
adalah :

a.
b.

C.

Rumah Sakit Jiwa Daerah;
Rumah Sakit Umum Daerah Kelet;
Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di Jakarta;

Unit Pelaksana Teknis OPD di Kecamatan Karimunjawa dan Kecamatan
Kampung Laut di Cilacap;

Guru Sekolah Luar Biasa;

Balai Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Khusus lansia, tuna susila
dan psikotik;



g. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

(3) Bagi PNS yang bekerja pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan dan insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Bagi PNS yang bekerja pada OPD pemberi pelayanan kesehatan dapat
diberikan tambahan penghasilan di samping jasa pelayanan kesehatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bagi PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah selain dimaksud
pada ayat (2) huruf b diberikan tambahan penghasilan paling tinggi 80% dari
besaran standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(6) Tambahan penghasilan bagi PNS yang bekerja pada OPD atau Unit Kerja OPD
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 57



